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Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 338 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang, dalam hal pengurus partai politik peserta 

pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak 

menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang 

bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum 

pada wilayah yang bersangkutan. 

 

  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah 

dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 

sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 

2023; BA No. 57/PL.01.7-BA/6307/2024; BA No. 63/PL.01.7-BA/6307/2024 

 

 - Keputusan ini menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 

terhadap Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan 

tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. 

Keputusan ini juga menetapkan Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan 

sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 tidak diikut sertakan dalam 

penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah kabupaten 

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan 

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum 

 

 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Januari 2024. 

  - Lamp: 7 hlm 

 


